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ABSTRAK

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK YANG TERLIBAT
KEJAHATAN NARKOTIKA

Oleh
MUHAMMAD ALAN

Pencandu Narkotika adalah seorang penyalahgunaan narkoba yang telah
mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika, psikotropika dan
bahan adiktif lain baik secara fisik maupun psikis.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor penyebab anak
terlibat kejahatan narkotika dan apakah dasar penerapan keadilan restoratif terhadap
perkara anak yang terlibat kejahatan narkotika jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di
atas, dapat disimpulkan bahwa : Faktor yang menyebabkan anak menjadi pencandu
narkotika adalah disebabkan oleh faktor-faktor broken home dan anak nakal yaitu
penyandang sosial seperti orang tuanya tidak ada lagi yatim piatu dan kurang
mampu ekonomi, pendidikan dan lingkungan dan Dasar penerapan keadilan
restoratif terhadap perkara pidana anak yang terlibat kejahatan narkotika
pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya
untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak menerima dua alat bukti yaitu
keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan bukti penunjuk baik dari laboratorium
kriminologi, khusus terhadap anak pengadilan tidak memberikan hukuman
melainkan memberikan perawatan dan rehabilitasi sosial terhadap anak untuk
diobati supaya dapat disembuhkan kembali, karena anak masih punya masa depan
yang baik.

Kata kunci : Keadilan restoratif, hakim, narkotika, anak.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya,yang adil, makmur, sejahtera dan
tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus
ditingkatkan usaha-usaha penegakan Hukum Pidana yang di Jalan oleh Penuntut
Umum serta lembaga lainnya yaitu Polri dan Kehakiman.

Hukum Pidana adalah perintah dan larangan yang atas pelanggaran
terhadapnya oleh organ organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang
dikaitkan dengan ancaman pidana norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga
ketentuan ketentuan yang menetapkan sarana sarana apa yang dapat didayagunakan
sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma norma itu; hukum penitensier atau lebih
luas, hukum tentang sanksi aturan-aturan secara temporal atau dalam jangka waktu
tententu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma.! Bahwa setiap orang
yang melakukan Tindak Pidana, apabila terbukti patut dihukum sesuai dengan pasal
yang dilanggarnya yang tujuannya adalah kepastian Hukum dan keadilan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal

24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang

1 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gremedia, Jakarta, 2003, him.1.



merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.

Pasal 24 ayat ( 2) UUD 45 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, meliter, Tata
usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.

Hakim adalah hakim pada mahkamah Agung dan hakim pada badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan meliter, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan
tersebut.?

Dalam sestem peradilan pidana Indonesia, menganut sestem terpadu dan
merupakan kesatuan sistem peradilan Pidana yaitu mulai dari Polisi, Jaksa dan
Hakim serta Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat, untuk penegakan hukum yang
berkeadilan adalah perlu sesama penegakan hukum harus saling mendukung sesuai
dengan tugasnya masing-masing, dalam penyelesaian suatu perkara, Polisi sebagai
penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang memberikan
keputusan. Keputusan hakim ini yang harus berkeadilan yakni sesuai dengan
tingkat kesalahan terdakwa atau tersangka, apakah terdakwa terbukti di
persidangan, untuk suatu putusan sekurang-kurangnya memuat : ldentitas

Terdakwa, Dakwaan, dan tuntutan serta pertimbangan Hukum , pertimbangan

2 Bagir Manan, Menjadi Hakim Yang Baik, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta,
2007, him.86.



hukum inilah yang menjadi titik tolak putusan hakim dalam menjatuhkan atau
menghukum terdakwa apakah bersalah dan terbukti secara sah telah melanggar
Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum.

Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut umum
adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim. 3

Seperti diketahui ,sistem pidana dimanapun di dunia merupakan “ sistem
hukum yang tertutup “ ( geseotenrecht systeem ) . Perbuatan yang dapat dipidana
hanya terbatas pada tingkah laku yang menyimpang yang telah diatur dalam
perundang-undangan.*

Bahwa dalam pasal 1 butir 7 Kitab undang undang hukum acara Pidana
(KUHAP), Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan
diputuskan oleh Hakim di sidang Pengadilan.®

Bahwa Hukum Meteril yang mengatur tentang peraturan hukum pidana

bila seorang melakukan pelanggaran hukum pidana dapat dikenakan sanksi,

3 Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahanya, Jembatan, Jakarta, 2005,
him. 70.

4 1bid, him. 88

5 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2005, him.161



sedangkan hukum Pidana formal yang mengatur bagaimana penerapan hukum yang
berluku yang diproses di peradilan Pidana.

Sedangkan tujuan hukum Acara Pidana untuk mencari keberan materiel
yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan
penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur dengan tujuan untuk
mencari saiapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran
hukum dan selanjutnya memintak pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak Pidana telah dilakukan dan apakah
orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”®

Dengan ketentuan undang- undang yang mengatur tentang Putusan Hakim
yang memvonis terdakwa yang sangat penting adalah pertimbangan hukum, kalau
pertimbangan suatu putusan Pengadilan Tingakat pertama yaitu Pengadilan Negeri
tidak tepat dan tidak berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang
berlaku, maka pihak terdakwa dan pihak Penuntut umum dapat menggunakan
upaya hukum untuk memintak pembatalan atau banding ke pengadilan Tinggi
dengan membuat memori banding dan membantah isi putusan hakim tersebut
khususnya pertimbangan hukumnya. Di era reformasi ini Aparat Kejaksaan sangat
di sorot oleh masyarakat tentang kinerjanya, serta Penegakkah hukum lain yaitu
Hakim yang banyak putusan nya sangat ringan terutama kasus.

Narkotika dan adakalanya membebaskan terdakwa dalam tindak pidana
Narkotika, yang semesetinya dihukum paling sedikit 4 Tahun penjara, tapi
kenyataan putusan hakim lebih ringan, khusus perkara anak , ada undang — undang
tentang pengadilan anak yang hukumnya boleh lebih ringan dari perkara orang

Dewasa , terhadap anak pencandu Narkotika, perlunya Lembaga badan Narkotika

Nasional yang intinya untuk mencegah dan merehabilatasi terhadap anak yang

® Ibid, him. 18.



menjadi korban Narkotika ( pencandu norkotika ) agar anak tersebut bisa diobati
dan dididik oleh negara ,sehingga dapat menjadi anak yang berguna untuk bangsa
dan tidak tergantung lagi pada narkotika karena sangat merusak mental dan moral.

Terhadap kasus yang terdakwanya anak —anak perlu mengacu pada undang
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Ketentuan tentang putusan
hakim terhadap anak , terdapat dalam pasal 24 yaitu :

a. mngembalikan anak pada orang tua / walinya;

b. menyerahkan kepada negara, untuk mengikuti pendidikan,

pembiaan dan latihan kerja;

C. menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan

latihan kerja;

Dalam praktek telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di
bawah umur dan akibat pergaulan dan lingkungan dan kurangnya perhatian orang
tua, untuk mengatasi hal tersebut perlu peranan pemerintahan dan masyarakat untuk
mencegah agar tindak pidana penyagunaan narkotika bisa dikurangi dan harapkan
pula peranan hakim dalam memutus perkara anak dapat mencerminkan rasa
keadilan.

Bahwa prospek pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah konsep
pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan
menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban yang dirasa
tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada

pada saat ini. Dipihak lain, pendekatan keadilan restoratif juga merupakan suatu



kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak
pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif
menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani
suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana
pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu
serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan
tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu
tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang
sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi
rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan
dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu
perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting
dalam usahaperbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha
perbaikan tersebut.

Berdasarkan hal terserbut diatas, maka penulis tertarik memilih judul
Skripsi dengan Judul : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK YANG TERLIBAT

KEJAHATAN NARKOTIKA.



B. Permasalahan
1. Apakah dasar pemikiran penerapan keadilan restoratif dalam sistem
peradilan pidana anak?

2. Apakah faktor-faktor penyebab seorang anak terlibat dalam narkotika?

C. Ruang lingkup dan tujuan

Ruang lingkup Penelitian ini dititik beratkan pada penelusuran terhadap
faktor yang menyebabkan anak menjadi pencandu narkotika dan penerapan
keadilan Restoratif terhadap perkara anak yang terlibat kejahatan Narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan hal-hal yang
berkaitan dengan :

1. Faktor penyebab anak terlibat kejahatan Narkotika.

2. Dasar penerapan keadilan Restoratif terhadap perkara anak yang terlibat

kejahatan Narkotika

D. Defenisi Konseptual
1. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi
kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa dan
kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.
2. Putusan Hakim nerupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan,

menentukan apakah di hukum ati tidak si pelaku atau pernyataan dari



4.

seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan
memiliki kekuatan hukum tetap.’

Perkara Pidana adalah perkara yang timbulnya karena terjadinya
pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum
pidana.

Anak menurut KUH Pidana adalah sejalan dengan Pasal 45 KUHP, yaitu
dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan
perbuatan sebelum umur enam belas tahun.

Pecandu Narkotika adalah seseorang penyalah guna narkoba yang telah
mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika, psikotropika,

dan bahan adiktif lain baik secara fisik maupun psikis. 8

E. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian
hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

" Digilib.unila.ac.id/2789/BABI|.pdf, diakses tanggal 10 Mei 2020
8 https://narkobasi.blogspot.com, diakses tanggal 10 Mei 2020



1) data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan
perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan
buku-buku lainnya
Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang
diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri
dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang
Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,
ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.
2) Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan
Negeri Klas I A Palembang.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
melalui studi kepustakaan (library research) vyaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan
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menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian
serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan
permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,
perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam
penulisan skripsi ini.
4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan,
baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang
tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman
hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan
berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni
penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang
dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan
pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab

permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta

Sistematika Penulisan.
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Bab I, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat
kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana,
Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dan
Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Bab 111, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan reka
ulang dalam Penyidikan tindak pidana oleh Polresta Palembang dan Akibat
hukum reka ulang dalam Penyidikan tindak pidana oleh Polresta Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran
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